SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran

2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);




6.

10,

[S]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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17.
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);



19,

20.

21,

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
32);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2019 Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor
34);

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014
Nomor 35);

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang
Kebijakan Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 9);



Menetapkan

27

28.

29.

30.

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 16)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 11);

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 47),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 16);
Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor
48);

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Penyusutan Barang Milik Daerah dan Kapitalisasi Aset
Tetap pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.



Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 sebagai berikut:
1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Jumlah Pendapatan
2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung

[u—

). Belanja Pegawai

. Belanja Hibah

w N

. Belanja Bantuan Sosial

ur b

. Belanja Bantuan Keuangan

=)}

)
)
). Belanja Bagi Hasil
)
)

. Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung
1). Belanja Pegawai
2). Belanja Barang dan Jasa
3). Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto
SilPA

Pasal 2

Rp.5.531.237.378.774,99
Rp.7.347.748.112.410,00
Rp. 37.374.259.306,00
Rp 12.916.359.750.490,99

Rp.3.257.129.216.426,00
Rp. 3.066.759.068.400,00

Rp. 0,00
Rp.1.717.964.170.000,00
Rp. 0,00

Rp.1.150.692.958.093,00
Rp9.192.545.412.919,00

Rp. 80.693.955.366,00
Rp.1.882.423.096.799,98
Rp.1.497.944.969.133,07
Rp.3.461.062.021.299,05
Rp.12.653.607.434.218,05
Rp. 262.752.316.272,94

Rp. 336.597.738.158,25
Rp. 100.000.000.000,00
Rp. 236.597.738.158,25

Rp. 499.350.054.431,19

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur in1.



Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan
realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan,
pada tanggal 27 Agustus 2021
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd
EDY RAHMAYADI
Diundangkan di Medan

pada tanggal 27 Agustus 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd
H. AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PIh.KEPALA BIRO HUKUM,

e

HENRY R.K. KELOKO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19691229 199103 1006




